BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT PRATAMA NAWACITA
DATAH DAVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa agar penyvelenggaraan rumah sakil dapat
efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan
dasar vang mengatur pemilik, direksi, komite
medik dan medis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal
Rumah Sakit Umum Pratama Nawacita Datah

Dave;

Mengingat : 1.Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395};

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah{Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



Menetapkan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubbk Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

. Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 755/

MENKES/PER/1IV /201 1tentang Penvelenggaraan
Komite Medik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 755);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN
INTERNAL RUMAH SAKIT PRATAMA NAWACITA
DATAH DAVE.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yvang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Pemernintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah otonom
Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.



4. Peraturan Intermal Rumah Sakit (hospital by laws) adalah
peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate by laws) dan
peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff by law) yang
disusun dalam rangka menyvelenggarakan tata kelola perusahaan
yvang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis vang
baik (good clinical governance).

2. Rumah Sakit Pratama yang selanjutnya di sebut Rurmah Sakit
adalahRumah Sakil Pratama Nawacita Datah Dave.

6. Direksi adalah Direksi Rumah Sakit Pratama Nawacita Datah
Dave.

7. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Pratama
Nawacita Datah Dave.

8. Komite Medik adalah Komite Medik Rumah Sakit Pratama
Nawacita Datah Dave.

9. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan/atau dokter
spesialisyang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta
diterima sesuai dengan aturan yvang berlaku untuk menjalankan
profesi masing-masing di Rumah Sakit Pratama Nawacita Datah

Dave.

BAB 1T
NAMA, VISI DAN MISI, FILOSOFI, DAN MOTTO

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 2
Nama Rumah Sakit vaitu Rumah Sakit Pratama Nawacita Datah

Dave,

Bagian Kedua
Visi dan Misi

lasal 3
Visi Rumah Sakit vaitu “Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama,
Kebanggaan Masyarakat Perbatasan di Mahakam Ulu yang
Bermutu,Berbudaya dan Prima”.



Misi Rumah Sakit meliputi :

&,

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Daerah Perbatasan
yang bermutu, profesional, dengan mengutamakan keselamatan
pasien,

Mengembangkan potensi, kompetensi, etos dan budaya kerja
sumber daya manusia sesuai standar agar selalu siap
menghadapi perubahan serta meningkatkan kesejahteraan

sumber daya manusia.

. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar untuk

mendukung pelayanan.

. Mewujudkan manajemen rumah sakil vang unggul, transparan,

profesional, dan berbudaya.

Bagian Ketiga
Filosofi

Pasal 4

Filosofi rumah sakit dituangkan dalam “Nawa Cita Husada”, yaitu :

a.

Menghadirkan kembali negara untuk memberikan perlindungan
kesehatan kepada semua warga Negara secara merata adil dan
terjangkau;

Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
kesehatan yang efelktif, efisien, professional, aman, dan

terpercaya;

. Membangun Kesehatan Indonesia dari  pinggiran  dengan

memperkuat daaerah-daerah, desa/ kampung khususnya yvang
terletak di daerah Perbatasan, Terpencil, Tertinggal dan
Kepulauan Terluar dalam kerangka negara kesatuan Republik
Indonesia;

Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi pelayanan
kesehatan wyang berpihak kepada rakyat miskin, terlantar,
terpinggirkan dan terabaikan serta bebas dari KKN, bermartabat
dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan setingi-tinginya dalam

Pelayvanan,;

. Meningkatkan kualitas hidup dan membangun manusia

Indcnesia jiwa dan raganva;



f. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian hidup sehat untuk

rakyvat sebagai modal daya saing pembangunan Nasional;

. Mewujudkan kemandirian pelayanan dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis darl rakyat dan swasta untuk bersama

membangun Kesehatan Nusa dan Bangsa;

. Melakukan revolusi karakter dan revolusi mental pelayanan

kesehatan dengan inovasi kesehatan yang tiada henti;
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia dengan membangun kesehatan Rakvat Semesta.

Bagian Keempat
Tujuan

Pasal 5

Rumah Sakit bertujuan untulk;

=1

Mewujudkan pelayanan yang bermutu tinggi vang berorientasi

pada kepuasan pelanggan dan keselamatan pasien;

. Mevwujudkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit wvang terus

meningkat dan berkembang;

. Meningkatkan produktivitas pelayanan Eumah Sakit; dan

.menciptakan sumber daya manusia vang memiliki kompetensi

tinggi, memiliki integritas, komitmen vang kuat terhadap
organisasi melalui upava pendidikan dan pelatihan, serta upayva

peningkatan kesejahteraan vang adil dan manusiawi.

Bagian Kelima
Motto

Pasal 6

(1) Motto Rumah Sakil yaitu Nawa Cita “CAKRA” C : Cepat, A @ Akurat,

K+ Komunikatif, B : Bamah, A ;: Akuntabel.

BAB |11
PEMILIK

Pasal 7

Pemilik Rumah Sakit yaitu Pemerintah Daerah.



Pasal 8

Pemerintah Daerah selaku pemilik Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 bertanggungjawab:

a. terhadap kelangsungan serta kemajuan dan perkembangan
Rumah Sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan
masyarakat;

b. ikut bertanggung gugat atas terjadinya kerugian akibat kelalaian
atas kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit; dan

c. Menyediakan anggaran operasional rumah sakit sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan vang berlaku.

Pasal 9
Pemerintah Daerah selaku pemilik Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 berwenang untuk:
a. menentukan kebijakan Rumah Sakit secara umum;
b. mengangkat dan memberhentikan Direksi; dan

c. mengawasi dan mengevaluasi kinerja Rumah Salat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
Bagian Kesatu
Direksi

Pasal 10
(1} Pengelolaan Rumah Sakit dilakukan oleh Direksi.
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada avar (1) terdiri
atas:
a. Kepala Rumah Sakit;
kepala sub bagian tata usaha;

=

komite medik;

PO

komite keperawatan;
komite etik dan hukum;
Satuan pengawas internal;

kepala seksi pelayanan;

5o oo

. kepala seksi keperawatan;

Kepala seksi penunjang; dan

ot
1

j. Kepala seksi pemeliharaan dan sarana.



Bagian Kedua

Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan dan Standar Kompetensi

Direksi.

(1]

(2]

(3]

(4)

(5)

(7]

Pasal 11
Kepala Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
Kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi pelayvanan, dan
kepala seksikeperawatan diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati atas usul Kepala Rumah Sakit.
Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit selaku
pejabat fungsional, setara dengan Pejabat struktural eselon
IV/a, yang dalam melaksanakan (ugas berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati.
Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala selaku
pejabat struktural eselon IV/a, yang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Rumah
Sakit,
Kepala seksi pelayanan medik dipimpin oleh seorang kepala
selaku pejabat struktural eselon IV/a, vang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Rumah Sakit.
Kepala seksi keperawatan dan kebidanan dipimpin oleh seorang
kepala selaku pejabat struktural eselon IV/a, vang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Rumah Sakit.
Standar kompetensi Kepala Rumah Sakit meliputi:
a. seorang lenaga medis
b. pegawai negeri sipil yang mempunyal kemampuan dan
keahlian dalam bidang perumahsakitan;
¢. berpangkat paling rendah penata muda (IIT/a); dan
d. mengikuti pelatihan kepemimpinan, rencana strategis bisnis,
rencana aksi strategis, rencana tahunan, tata kelola Rumah
Sakit, standar pelayanan minimal, sistem alkuntabilitas,
sistern remunerasi Rumah Sakit, dan pengelolaan sumber

daya manusia.



(8)

(9)

(10)

Standar kompetensi kepala sub bagian tata usaha meliputi:

a. seorang pegawai negeri sipil berpendidikan minimal D3;

b. berpangkat paling rendah penata muda (l11/a);

c. berpengalaman di bidang tata usaha paling sedikit 3 (tiga)
tahun; dan

d. mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan,
rencana strategis, rencana implementasi, rencana tahunan,
sistem rekrutmen pegawai, sistem remunerasi, sistem

informasi, dan rencana bisnis anggaran.

Standar kompetensi kepala scksi pelayanan medis meliputi:

a. seorang pegawai negeri sipil berpendidikan dokter;

h. berpangkat paling rendah penata muda (III/a);

c. berpengalaman di bidang pelayanan medis dan penunjang
paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

d. mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan,
rericana strategis, tata kelola Rumah Sakit, standar pelayanan
minimal, sistern akuntabilitas, dan sistem remunerasi Eumah

Sakit.

Standar kompetensi kepala seksi keperawatan dan kebidanan

melipuli:

a. seorang pegawai negeri sipil berpendidikan paling rendah DIII
keperawatan /kebidanan;

b. berpangkat paling rendah penata muda ([l1/a);

c. berpengalaman di  bidang pelayanan dan  asuhan
keperawatan /kebidananpaling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

d. mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan,
manajemen keperawatan/kebidanan, standar pelayanan
minimal, rencana strategis, tata kelola Rumah Sakit, sistem
remunerasi, pengelola sumber daya manusia

keperawatan/kebidanan, dan sistem informasi,



Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 12
Direksi berwenang dan bertugas:
MEmnimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan,

a.

(1)

2]

(3]

mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas Rumah Sakit agar efektif, efisien dan berkualilas sesuai
tujuan Rumah Salkit;

. menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Rumah Sakit;
- mewakill Rumah Sakit di dalam dan luar pengadilan;
.melaksanakan kebijakan bidang pelayvanan kesehatan dan

pengembanagan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Bupati atas

nama Pemerintah Daerah;

. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;

menyusun rencana strategis dan rencana anggaran tahunan
Rumah Sakit;

membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai
struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit vang ditetapkan

flalam Peraturan Daerah: dan

.menyiapkan laporan tahunan dan berkala.

Bagian Keempart

Tata Kerja

Pasal 13
Dalam melaksanakan tugasnva Kepala Rumah Sakit wajib
menerapkan prinsip koordinasi; integrasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan Eumah Sakit maupun dengan organisasi
dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Kepala sub bagian tata usaha dankepala seksi di lingkungan
Rumah Sakit bertanggung  jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Seliap laporan vang berasaldari stal kepadakepala sub bagian
tata usaha dan kepala seksi, wajib diclah dan dipergunakan



6)

(2)

(3]

sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada staf,

Kepala sub bagian tata usaha dankepala seksi menyampaikan
laporan kepada Kepala Rumah Sakit.

Kepala sub bagian tata usaha dankepala seksi dalam
melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan pejabat
non struktural dan satuan kerja terkait di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Kepala sub Dagian tata usaha dankepala seksi wajib
mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut

hasil evaluasi.

Bagian Kelima
Rapat Direksi

Pasal 14
Rapat Direksi terdiri atas rapat rutin, rapat mingguan, dan rapat
bulanan, serta rapat insidentil vang diselenggarakan sesuai
kebutuhan.
Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibicarakan
hal yang berhubungan dengan Rumah Sakit sesuai dengan
tugas, kewenangan dan kewajiban.
Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah
mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil
berdasarkan suara terbanyak.
Untuk setap rapat sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) harus

dibuat notulen dan daftar hadir.

Bagian Keenam
Komite

Paragraf 1
Umum

Pasal 15
Komite merupakan wadah non struktural yvang terdiri atas
tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan
pertimbangan strategis kepada Kepala Rumah Sakit dalam
rangka peningkatan dan pengembangan pelayvanan Rumah
Sakit.



(2)

(4)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pembentukan komite ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit
sesuai dengan kebutuhan yang paling sedikit terdiri atas:

4. Komite Medik;

b. komite keperawatan/kebidanan; dan

c. komite etik dan hukum.

Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Rumah Sakit.

Komite dipimpin oleh seorang ketua vang diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Rumah Sakit.

Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite
ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit.

Paragraf 2
Komite Medil:

Pasal 16
Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 avat {2)
hurul a merupakan wadah non struktural kelompok profesional
medik yvang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf
medik atau yang mewalkili.
Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Rumah Sakit,
Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Rumah Sakit untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
Untuk melaksanakan tugasnva Komite Medik membuat sub
komite yvang anggotanya terdiri atas Staf Medik Fungsional.
Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing sub komite
sebagaimana dimaksud pada avat {4) bertanggungjawab kepada
ketua Komite Medik.

Paragraf 3
Komite Keperawatan

Pasal 17
komite keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2] huruf b merupakan wadah non struktural yang
keanggotaannyaberasal dari perawat dan bidan yang dipilih dan
diangkat oleh Kepala Rumah Sakit.



(2)

(1)

(3)

Pembentukan komite keperawatan ditetapkan oleh Kepala
Rumah Sakit.

Komite keperawatan dipimpin oleh seorang ketua komite

keperawatan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Rumah Sakit.

Komite keperawatan berwenang uniuk:

) 'Kf:m:nana_gan l{omite_K}ap_erawatan

memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis;

memberikan rekomendasi perubahan rincian
kewenangan klinis;

c. | memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis
tertentu;

d. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis;

¢. | memberikan rckomendasi tindak lanjut audit
keperawatan dan kebidanan; |
4 memberikan rekomendasi pendidikan keperﬁﬁfan dan
pendidikan kebidanan berkelanjutan; dan

g. | memberikan rekomendasi pendampingan dan pemberian |
tindakan disiplin.

Paragrafl 4
Komite Etik dan Hukum

Pasal 18
Komite etik dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

avat (2) huruf ¢ merupakan wadah non struktural vang
keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Kepala Rumah Sakit.
Pembentukan komite etik dan hukum ditetapkan oleh Kepala
Rumah Sakit.

Komite etik dan hukum mempunyai tugas memberikan
pertimbangan kepada kepala Rumah Sakit dalam hal menyusun
dan merumuskan moral, etika, dan hukum mengenai

perumahsakitan bagl insan Rumah Salkit.

Paragraf 5
Staf Medis Fungsional

Pasal 10

Staf Medis Fungsional merupakan tenaga kesehatan kategori dokter

baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gmig, dan dokter mgm

spesialis vang bergabung dengan Rumah Sakit untuk melaksanakan

upava kesehatan.



BAB V
PENGAWASAN INTERNAL

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Internal

Pasal 20

(1) Satuan pengawas internal melakukan pengawasan internal

keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian,
pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit serta

memberikan saran perbaikannyva.

(2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada avat (1)

(1)

(2]

(1)

(2)

(3)

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Rumah
Sakit.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan

Pasal 21
Satuan Pengawas Intermal melakukan pengawasan internal
keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian,
pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit serta
memberikan saran perbaikannya.
Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik
kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi

agar sesuai dengan standar dan etika profesi.

BAB VI
TATA URUTAN PERATURAN RUMAH SAKIT
Fasal 22

Peraturan Internal Rumah Sakit menjadi pedoman dalam

penyusunan semua peraturan dan kebijakan Rumah Sakit vang

dibuat dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.

Setiap Unit Kerja/Perangkat Rumah Sakit wajib membuat

Standar Prosedur Operasional yang mengacu pada Peraturan

Internal Rumah Saldt.

Tata urutan peraturan pada Rumah Sakit meliputi :

a, Peraturan Internal Rumah Sakit;

b. keputusan Kepala Rumah Sakit dan peraturan tata tertib
Rumah Sakit; dan



c. keputusan instalasi, kepala seksi dalam hirarki struktural,
kepala kelompok non struktural/fungsional untuk hal yvang
bersifat teknis operasional di hidang dan
dipertanggungjawabkan kepada atasan langsungnyva.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan
Direksi dan Pimpinan lainnyva yang mengatur mengenai Peraturan
Internal dinyataken masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuwinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 12 Desember 2018

No | Nama Jahatan Fﬁf BUPATI

IS S
|

1. | Dra. ¥, Juan Jenac | Walkil Bupati |
i O
= Dra. Yohansa Avan, M.St i .

Daerah
— ! A
3. | Tra Lilik Yohanes Peng, M.AP Amansten [ BONIFASIUS BELAWAN GEH
4 Mg, Aguatinus Teguh Santogo, | Kepala Dinas s
|| ML Adm, Kes Keoachatan FEZKH
3, | Yousep Sanpglang, SH Pli Kabag. Hulurm . ‘3’

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 37



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Alamat JL. Puskesmas RT.05 Ujah BilangKecamatan Long Bagun Kode Pos 75567

UJOHBILANG

Telaahan Staf
KepadaYth :  Bupati Kabupaten Mahakam Uu
Cq :  Sckretaris Dacrah Kabupaten Mahakam Uu
Dari :  Kepala Dinas Keschatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nomor : 440.001.9/802 [y DINKES PZKB-TU.P/X/2018
Tanggal ;22 Oktober 20158
Perihal :  Permohonan Penandatanganan Peraturan Internal Rumah Sakit Kelas D Pratama

Nawacita Datah Dave di Long Lunuk

Dasar : 1. Undang-undangMomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Femhbentukan Kabhupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar
Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 971);

f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755 / Menkes / PER / IV / 2011
tentang Penyelanggaran Komite Medik {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor : 755);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772 / Menkes [ SK / V] 2002 tentang
Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);

8. Undang-UndangNomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten
Mahakam Ulu;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam UluNomor 15 tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam
Ulu Tahun Anggaran 20185;



b. Bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit secara maksimal
melalui upaya pemenuhan sarana rujukan perawatan, ohat-ohatan, dan
pelayanan spesialis di Rumah Sakit Umum Kelas D PratamaNawacita Datah
Dave di Long Lunult;

¢, bahwa agar penyelanggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien, dan
berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi,
komite medic dan medis Rumah Sakit Kelas D Pratama Nawacita Datah

Dave di Long Lunulk;

Saran/Tindakan : Oleh karena itu mohon dapat dipelajari dan diproses draft Peraturan Internal
Rumah Sakit Kelas D Pratama Nawacita Datah Dave di Long Lunuk sesuai

ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk mendapat persetujuan dan arahan lebih lanjut.

i 'll‘ p_‘:_.,‘ﬂ Santns
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